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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR |1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 20 12
TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019,
maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 36
Tahun 2012 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
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5.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/ PMK.03/2007
tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2011, Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 349);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7 ,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembemtukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 36
TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA
CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 36 Tahun 2012
tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan
(Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
4

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Metro.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

6. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke
Tempat Pembayaran.

7. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota
Metro untuk menerima pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke
Rekening Kas Daerah.

8. Tempat Pembayaran Elektronik adalah Bank Umum yang mempunyai
kerjasama dengan Tempat Pembayaran.

9. Bank Umum adalah PT. Bank Lampung Cabang Metro.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.
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